PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS KEPADA

MASYARAKAT DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004

TENTANG JABATAN NOTARIS by ABDUR RAHMAN GUNAWAN
 26 
 
 
BAB III 
TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Pengertian Notaris 
Pengertian notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: 
orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan 
menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.
19
 
Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat 
oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum 
kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai 
pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris 
adalah untuk melayani kepentingan umum. 
Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan notary, sedangkan dalam 
bahasa belanda disebut dengan van notaris. Notaris mempunyai penaran yang 
sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum 
keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang 
mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.
20
 
Di dalam pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan 
Notaris di Indonesia (reglement op het notaris-ambt in indonesie) telah 
dirumuskan pengertian notaris. Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, 
khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua 
perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk diperintahkan 
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oleh suatu undang-undang umum atau dikehendaki oleh orang-orang yang 
berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari 
dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, 
salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-
akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau 
diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.
21
 
Pengertian notaris dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris adalah pejabat umum yang 
berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam undang-undang ini.
22
  
Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat 
dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk 
dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat 
perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan 
kewenangan notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris 
bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan 
peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari 
pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.
23
  
Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak 
menerima gaji dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan 
                                                          
21
 Ibid 
22
 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
23
 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, (Yogyakarta: UII Press,  
2009), h. 16   
 28 
 
 
tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja 
notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat 
pengguna jasa notaris.
24
 Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian 
mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan notaris 
sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris 
sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang 
pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha 
negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik 
tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, 
yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum 
pembuktian.
25
 
Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan 
perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan 
perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan 
notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, 
tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak demi kepastian, ketertiban dan 
perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi 
masyarakat secara keseluruhan. 
B. Landasan Hukum Pengaturan Notaris 
Landasan hukum pengaturan tentang notaris tertuang di dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya: Undang-Undang 
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Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
Ketentuan yang mengatur tentang notaris dalam Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain : 
a. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, antara lain, 
adanya surat ketarangan dari dokter dan psikiater serta perpanjang jangka 
waktu waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan manjadi 24 (dua 
puluh empat) bulan. 
b. Penambahan kewajiban, jabatan merangkap jabatan dan alasan  
pemberhantian sementara notaris. 
c. Pengenaan kewajiban kepada calon notaris yang melakukan magang. 
d. Pembentukan dewan kehormatan notaris. 
e. Penguatan dan penegasan organisasi notaris 
f. Penguatan fungsi, wewenang dan kedudukan majlis pengawas.26 
C. Karakteristik Notaris 
Seseorang dapat dikatakan sebagai pejabat publik apabila memenuhi 3 
(tiga) syarat, yaitu: ia adalah pegawai pemerintah, menjabat sebagai pimpinan, 
dan tugasnya adalah mengurusi kepentingan orang banyak.
27
 Notaris 
mempunyai karakteristik yaitu: sebagai jabatan, notaris mempunyai 
kewenangan tertentu, diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak 
menerima gaji/pensiun dari yang mengangkatnya dan akuntabilitas atas 
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pekerjaannya kepada masyarakat. Karakteristik notaris sebagai suatu jabatan 
publik dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Sebagai jabatan 
Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang 
pengaturan Jabatan Notaris yang artinya satu-satunya aturan hukum dalam 
bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia. 
Segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu 
kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan 
oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu 
bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk 
keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) sertabersifat 
berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. 
2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu. 
Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan 
hukum yang mengaturnya sebagai suatu batasan supaya jabatan tersebut 
dapat berjalan dengan baik dan tidak berbenturan dengan wewenang 
jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (notaris) 
melakukan suatu tindakan diluar dari wewenang yang telah ditentukan, 
maka pejabat tersebut dapat dikategorikan telah melakukan suatu 
perbuatan melanggar wewenang. 
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3. Di angkat dan diberhentikan oleh pemerintah. 
Berdasarkan pasal 1 angka 14 UUJN, notaris diangkat dan 
diberhentikan oleh pemerintah. dalam hal ini menteri yang membidangi 
hukum. 
4. Tidak menerima gaji/pensiun dari yang mengangkatnya. 
Pemerintah yang mengangkat notaris dalam hal ini adalah menteri 
kehakiman dan hak asasi manusia. Notaris hanya menerima honorarium 
atas jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan 
kewenangannya. 
5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat. 
Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat atas akta 
yang dibuatnya. Masyarakat berhak menggugat notaris apabila ternyata 
akta yang dibuatnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.
28
 
D. Tugas dan Kewenangan Notaris  
1. Tugas notaris  
Pasal 1 UUJN tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai 
tugas notaris. Selain akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan 
pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah 
tangan. Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai 
peraturan perundang-undang kepada pihak yang bersangkutan. Hakikat 
tugas notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan 
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otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat dan mufakat 
meminta jasa notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim 
yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa.  
Dalam konstruksi hukum kenotariatan, salah satu tugas jabatan 
notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap/para 
penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan 
hukum yang berlaku. Bahwa notaris tidak memihak tetapi mandiri dan 
bukan sebagai salah satu pihak dan tidak memihak kepada mereka yang 
berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya 
selaku pejabat umum terdapat ketentuan undang-undang yang demikian 
ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai 
pihak berkepentingan pada akta yang dibuat dihadapannya.  
Tugas pokok notaris ialah membuat akta otentik, baik yang 
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan 
orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.
29
  
2. Kewenangan notaris  
Setiap pemberian atau adanya suatu kewenangan senantiasa diikuti 
pula dengan kewajiban dan/atau tanggung jawab dari padanya. Oleh karena 
notaris diberi kewenangan membuat akta otentik, maka notaris yang 
bersangkutan berkewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang telah 
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, agar akta yang dibuat itu 
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memenuhi syarat sebagai akta otentik. Adapun yang menjadi kewenangan 
notaris, yaitu :  
a. Kewenangan umum  
Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh notaris sebagai 
pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik. Pasal 15 ayat 1 UUJN 
menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta 
secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum notaris 
dengan batasan sepanjang :  
1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh 
undang-undang.  
2. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai 
semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh 
aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang 
bersangkutan.  
3. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk 
kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.
30
  
Namun, ada juga beberapa akta otentik yang merupakan 
wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi 
lain, yaitu: 
a) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW) 
b) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik 
(Pasal 1227 BW) 
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c) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan 
konsinyasi (Pasal 1405, 1406 BW) 
d) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK) 
e) Surat kuasa membebankan hak tanggungan (Pasal 15 ayat (1) UU 
No.4 Tahun 1996) 
f) Membuat akta risalah lelang.31  
b. Kewenangan khusus  
Kewenangan notaris ini dapat dilihat dalam pasal 15 ayat 2 
UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk 
melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :  
a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat 
di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku 
khusus.  
b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya 
dalam suatu buku khusus. 
c) Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa 
salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan 
dalam surat yang bersangkutan. 
d) Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat 
aslinya.  
e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan 
akta. 
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f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.  
g) Membuat akta risalah lelang.32  
c. Kewenangan yang akan ditentukan kemudian  
Dalam pasal 15 ayat 3 UUJN yang dimaksud dengan 
kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang 
berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (ius 
constituendum). Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, 
merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan 
peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam pasal 1 angka 2 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tetang Peradilan Tata Usaha 
Negara bahwa : yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan 
dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat 
secara umum yang dikeluarkan oleh Badan perwakilan rakyat bersama 
pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua 
keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat 
maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.
33
 
Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan notaris yang 
akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama-
sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau pejabat negara yang berwenang 
dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan 
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perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-
undang dan bukan di bawah undang-undang. 
E. Kewajiban dan Larangan Notaris 
1. Kewajiban notaris 
Notaris merupakan pejabat umum yang diciptakan negara sebagai 
implementasi dari negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat 
yang merupakan jabatan yang istimewa, luhur, terhormat dan bermartabat 
karena secara khusus diatur dengan undang-undang tersendiri mengenai 
jabatan tersebut. 
Pada dasarnya Notaris harus memberikan pelayanan sebaik-
baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti akta otentik. Notaris 
sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta 
otentik tentunya memiliki kewajiban yang harus dijalankan dan tidak 
boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia. Kewajiban seorang Notaris diatur dalam pasal 16 ayat 1 UUJN 
yaitu sebagai berikut: 
a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan 
menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. 
b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai 
bagian dari protokol notaris. 
c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta 
akta. 
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d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan 
minuta akta. 
e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 
ini,  kecuali ada alasan untuk menolaknya. 
f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala 
keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan 
sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 
g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang 
memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah akta 
tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi 
lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan 
tahun pembuatannya pada sampul setiap buku. 
h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak 
diterimanya surat berharga. 
i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan 
waktu pembuatan akta setiap bulan. 
j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau 
daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada 
kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan 
berikutnya. 
k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada 
setiap akhir bulan. 
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l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik 
Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, 
jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan. 
m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling 
sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk 
pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat 
itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. 
n. Menerima magang calon notaris.34 
2. Larangan notaris 
Selain kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang notaris, 
terdapat pula larangan bagi seorang notaris. Larangan bagi seorang notaris 
sebagai berikut: 
a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya. 
b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja 
berturut-turut tanpa alasan yang sah. 
c. Merangkap sebagai pegawai negeri. 
d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara. 
e. Merangkap jabatan sebagai advokat. 
f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik 
negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta. 
g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau 
pejabat lelang kelas II diluar tempat kedudukan notaris. 
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h. Menjadi notaris pengganti. 
i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, 
kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan 
martabat jabatan notaris.
35
 
Apabila seorang notaris melanggar larangan yang tersebut dalam 
pasal 17 UUJN tersebut di atas maka notaris tersebut dapat dikenakan 
sanksi sebagai berikut: 
1) Peringatan tertulis 
2) Pemberhentian sementara 
3) Pemberhentian dengan hormat 
4) Pemberhentian dengan tidak hormat.36 
F. Syarat di Angkat Menjadi Notaris 
Pada prinsipnya tidak setiap orang atau warga negara dapat diangkat 
menjadi notaris, namun yang dapat diangkat menjadi notaris adalah warga 
negara atau orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan 
dalam peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat itu meliputi : 
1.  Warga negara  Indonesia. 
2. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun. 
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dari dengan surat keterangan 
sehat dari dokter psikiater. 
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan. 
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6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan 
notaris dalam waktu paling singkat dua puluh empat bulan berturut-turut 
pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi 
notaris setelah lulus strata dua kenotariatan. 
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, dan 
tidak memanggku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk 
rangkap dengan jabatan notaris. 
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
37
 
Kedelapan syarat itu merupakan syarat kumulatif. Artinya bahwa 
setiap calon notarus harus memenuhi semua syarat itu. Apabila salah satu 
syarat tersebut tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan 
izin praktek notaris. 
G. Penyuluhan Hukum 
Landasan utama usaha penyuluhan hukum adalah Undang-Undang 
Dasar 1945. Bertitik tolak dari penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan 
bahwa : Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan 
belaka. Pernyataan ini merupakan kesepakatan bangsa Indonesia melalui 
wakilnya para pembuat UUD yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. 
Guna mewujudkan pernyataan tersebut di atas, pasal-pasal UUD 1945 
telah memberikan ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan, salah satu yang 
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terpenting dalam hubungannya dengan penyuluhan hukum adalah pasal 27 
ayat 1 yang berbunyi : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di 
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 
Ketentuan tersebut dengan tegas menetapkan tentang hak dan 
kewajiban terpenting bagi semua warga negara tanpa kecuali dalam negara 
hukum Indonesia yaitu : 
1. Hak bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan 
2. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. 
Dari ketentuan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak negara 
merdeka, mengatur negara dan pemerintahan sendiri, bukan hanya diperlukan 
adanya jaminan terhadap hak kebersamaan kedudukan dalam hukum dan 
pemerintahan saja, akan tetapi harus disertai dengan kewajiban untuk 
menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali bagi semua anggota 
masyarakat. 
Selanjutnya pada Garis Besar Haluan Negara (GBHN) apa yang telah 
dilakukan oleh pemerintah mendapat persetujuan dan pengesahan yang 
menyatakan perlu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, melainkan 
secara tegas dan kongkrit memerintahkan meningkatkan penyuluhan hukum. 
Adapun pernyataan GBHN  adalah sebagai meningkatkan penyuluhan hukum 
untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat 
menyadari dan menghayati dan kewajibannya sebagai warga negara dalam 
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rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap rakyat dan 
martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai UUD 1945. 
Dari arahan GBHN tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 
a. Tujuan penyuluhan hukum adalah mencapai kadar kesadaran hukum yang 
tinggi dalam masyarakat. 
b. Tercipta kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat apabila setiap 
anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya 
sebagai warga negara. 
c. Pencapaian kadar kesadaran hukum yang tinggi itu adalah dalam rangka 
tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat 
manusia, ketertiban, serta kepastian hukum sesuai UUD 1945. 
Sehubungan dengan hal-hal di atas, pelaksanaan penyuluhan hukum 
menggunakan metode pendekatan yang disebut Peka. Istilah pendekatan ini 
tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor. M.05- PR.08.10 Tahun 1988 yang 
mendefinisikan Peka sebagai berikut: 
1) Persuasif artinya bahwa penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya 
harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka 
merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang 
disampaikan oleh penyuluh. 
2) Edukatif artinya bahwa penyuluh harus bersikap dan bertingkah laku 
sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan 
membimbing masyarakat ke arah tujuan . 
 43 
 
 
3) Komunikatif artinya bahwa penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi 
dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta 
suatu pembicaraan yang bersikap akrab, terbuka dan timbal balik. 
4) Akomodatif artinya bahwa dengan diajukannya permasalahan-
permasalahan hukum oleh masyarakat, penyuluh hukum harus mampu 
mengakomodasikan, menampung dan memberikan jalan pemecahannya 
dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat.
38
 
Selain hal tersebut adapun pengertian penyuluhan hukum berdasarkan 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum yaitu: 
Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan 
pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat 
sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh 
terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi 
tegaknya supremasi hukum.
39
 
Mengenai pola dasar penyuluhan hukum dan pola operasional 
penyuluhan hukum dimaksudkan untuk dijadikan pedoman secara garis besar 
dalam merencanakan melaksanakan penyuluhan hukum secara terarah dan 
terpadu. Pada pokoknya pola dasar dan pola operasional penyuluhan hukum 
mengerahkan lima hal yaitu: 
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1. Tata laksana 
Dalam pelaksanaanya beberapa arahan dan ketentuan yang termuat 
dalam kedua pedoman tersebut dapat diterapkan dengan baik, dalam 
melaksanakan kegiatan yang sudah di program sekarang ini di tiap 
kabupaten dan kotamadya sudah terbentuk dan bertugas apa yang disebut 
pusat hukum masyarakat (Puskummas) diurus oleh satu kelompok kerja 
daerah (Pokjada) tingkat dua yang diterapkan oleh Bupati/Walikota, 
diketuai oleh ketua / wakil ketua pengadilan negeri dengan anggota dan 
unsur pemerintah daerah dan perwakilan departemen penerangan di daerah 
kabupaten/kotamadya. Puskummas ini berada di bawah koordinasi kantor 
wilayah departemen kehakiman, diurus oleh Pokjada tingkat I yang 
ditetapkan oleh menteri kehakiman. 
2. Materi 
Mengenai materi hukum yang disuluhkan kepada masyarakat, pola 
dasar penyuluhan hukum membedakan antara: 
a. Materi hukum yang harus diketahui oleh setiap warga masyarakat. 
b. Materi hukum yang hanya diperlukan oleh mereka yang berhubungan 
dengan sektor-sektor tertentu saja dalam kehidupan masyarakat. 
3. Penyuluh hukum 
Dalam kegiatan penyuluhan hukum, unsur penyuluh hukum 
merupakan faktor yang paling dominan. Karena itu dalam pelaksanaannya 
faktor ini menjadi titik perhatian pembinaan baik kuantitas maupun 
kualitasnya. Untuk itu diutamakan program bimbingan teknis penyuluhan 
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hukum yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang hukum dan 
teknik melakukan penyuluhan hukum saja, akan tetapi juga diharapkan 
terbinanya kesiapan mental dan kesatuan bahasa para penyuluh hukum 
untuk terjun sebagai penyuluh hukum yang tangguh, ulet dan bertanggung 
jawab ketengah-tengah masyarakat kita yang sedang membangun. Karena 
kegiatan penyuluhan hukum bukan semata-mata masalah hukum, 
melainkan menyangkut berbagai masalah yang perlu didukung dengan 
pengetahuan sosial lainnya. 
4. Metode 
Pola operasional penyuluhan hukum merumuskan metode 
penyuluhan hukum adalah suatu rakitan antara pendekatan, teknik dan 
sarana/media penyuluhan hukum. Kalau dihubungkan dengan susunan 
organisasi direktorat penyuluhan hukum dan administrasi pembangunan di 
kenal dua saluran, yaitu: 
a. Penyuluhan hukum langsung adalah program penyuluhan hukum yang 
tidak memakai media, artinya penyuluh dengan khalayak (yang 
disuluhi) dapat bertatap muka dan mungkin untuk berdialog, seperti 
umpamanya ceramah, diskusi, simulasi, temu wicara, pameran dan 
pentas panggung. 
b. Penyuluhan hukum tidak langsung adalah program penyuluhan hukum 
yang memakai media dan antara penyuluh dengan khalayak(yang 
disuluhi) tidak mungkin berdialog seperti dengan media cetak (buku, 
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brosur, liflet, selebaran, poster dan lain-lain) dan media elektronik 
(tv,radio,Vidio, kaset dan lain-lain). 
H. Tujuan Penyuluhan Hukum 
Dalam keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 
M.06-UM.06.02 Tahun 1983 dan Nomor M.10.UM.06.02 Tahun 1983, 
adapun tujuan dari penyuluhan hukum adalah sebagai berikut: 
1. Menjadikan masyarakat paham hukum, dalam arti memahami ketentuan-
ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum yang 
mengatur kehidupannya sebagai orang-perorangan 
2. Membina dan meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat sehingga 
setiap warga taat pada hukum dan secara suka rela tanpa dorongan atau 
paksaan dari siapapun melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana 
ditentukan oleh hukum.
40
 
Tujuan utama dari penyuluhan hukum adalah supaya warga 
masyarakat memahami hukum yang berlaku, sehingga hukum tersebut 
melembaga dan bahkan menjiwai warga masyarakat yang bersangkutan. 
Tujuannya bukan sekedar memberikan informasi atau keteranganketerangan 
mengenai hukum yang perlu diketahui, akan tetapi mengusahakan untuk 
membina dan meningkatkan kesadaran hukum warga, sehingga timbul 
kepatuhan dan ketaatan hukum, atas dasar anggapan bahwa hukum itu sesuai 
dengan nilai-nilai yang berlaku atau yang dianutnya.
41
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Perananan seorang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum 
dilakukan dilakukan dalam membuat akta otentik dan ini merupakan satu 
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan yang lainnya. Hal ini sesuai 
dengan ketentuan yang diatur di dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang nomor 
30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan dengan tegas bahwa 
notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 
pembuatan akta. 
Sebelum notaris memberikan penyuluhan hukum, ia harus mengerti 
dengan baik permasalahan yang akan dipertanyakan oleh klien kepadanya, 
agar notaris tersebut tidak memberikan suatu penjelasan yang keliru atau tidak 
sesuai bahkan melanggar ketentuan yang berlaku. Selain itu dalam 
memberikan penyuluhan hukum notaris harus mampu menilai terlebih dahulu 
apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh para pihak yang datang kepadanya, 
memberikan nasehat yang sesuai dengan undang-undang dan mencari bentuk-
bentuk hukum yang sesuai dan dikehendaki oleh para pihak. 
Dalam memberikan penyuluhan hukum, notaris berperan untuk selalu 
bertindak jujur dan tidak berpihak, memberikan pelayanan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku di dalam undang-undang, serta merahasiakan segala 
keterangan dan segala sesuatu yang diperolehnya dari pada kliennya kepada 
pihak lain. 
 
 
